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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PELUMAS.

ABSTRAK

bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan
mendukung pelaksanaan tata niaga impor pelumas melalui
pengawasan post border, perlu mengatur kembali ketentuan impor
pelumas;

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 5 Th. 1999,
UU No. 3 th. 2014, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 20 Th. 2014, PP
No. 10 Th. 2012, Pepres No. 48 Th. 2015, Keppres No. 21 Th. 2001,
Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 48/M-
DAG/PER/7/2015, Permendag No. 64/M-DAG/PER/9/2016;

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal
dari minyak bumi, bahan sintetik, pelumas bekas dan dan
bahan lainnya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin
dan peralatan lainnya;

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean;

3. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai
izin untuk melakukan Impor Pelumas;

4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu
di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang
ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di
bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

5.  Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau
kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan
untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan
mendapatkan penangguhan bwea masuk, yang terdiri dari
Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan
Pameran berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat,
Kawasan Daur Ulang Berikat, dan Pusat Logistik Berikat;

6. Pelumas yang dibatasi impornya meliputi Minyak Pelumas
Feedstock dengan Pos Tarif/HS 2710.19.41;

7. Untuk mendapatkan Persetujuan Impor, perusahaan harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur
Jenderal, dengan melampirkan dokumen:

a. API-P;
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b. buktu kepemilikan gudang/tempat penyimpanan sesuai
dengan karakteristik produk;

c. bukti kepemilikan alat transportasi sesuai dengan
karakteristik produk; dan

d. Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), bagi yang
dipersyaratkan.

Pengajuan permohonan untuk memperoleh:

a. Persetujuan Impor;

b. perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor;

c. perubahan Persetujuan Impor
harus disampaikan secara elektronik  melalui
http://inatrade.kemendag.go.id

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang
mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan
permohonan dapat disampaikan secara manual;

Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor yang
tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebanyak
2 (dua) kali dikenai sanksi penangguhan permohonan
Persetujuan Impor pada periode berikutnya;

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap
Impor Pelumas yang merupakan::

a. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan;

b. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri
kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak
sama dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
barang contoh yang tidak diperdagangkan; atau
barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga
negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi
pemerintah/lembaga dimaksud.

Importir Produsen Pelumas (IP-Pelumas) yang telah diterbitkan
sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan
Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 1905K/34/MEM/2001, 426/KMK.01/2001,
233/MPP/Kep/7/2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas
berlaku sebagai Persetujuan Impor sampai dengan tanggal 30
April 2018. Impor Pelumas, yang menggunakan IP-Pelumas
dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.C 1.1);

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri
Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor



1905K/34/MEM/2001, 426/KMK.01/2001, 233/MPP/Kep/7/2001
tentang Ketentuan Impor Pelumas, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari
2018;.



